PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya rincian
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

b.bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Polewali

Mandar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,
sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali;

. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 160);
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Memperhatikan: 1.

.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Derah Kabupaten Polewali Mandar;

.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9

Tahun 2009 tentang Oganisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Polewali Mandar;

.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10

Tahun 2009 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11

Tahun 2009 tentang Oganisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Polewali
Mandar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Adminstrasi Terpadu
Kecamatan;

.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004

tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun

2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Polewali Mandar.

Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban camat yang merupakan
pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan.

Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan
Camat.

Rekomendasi adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Camat yang
membenarkan, menguatkan dan/atau menganjurkan sesuatu hal untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di
kecamatan.

Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat untuk
mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan
integritasi keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun
horizontal di wilayah kecamatannya.

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian
bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja
pegawai, unit kerja, masyarakat di wilayah kecamatannya.

Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas
tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya
manusia bagi kelancaran kegiatan pembangunan di wilayah
kecamatannya.

BAB 1I
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
Undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;



(2)

(3)

(4)

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau keluruhan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

perizinan;
rekomendasi;
koordinasi;
pembinaan;
pengawasan;
fasilitasi;
penetapan; dan
penyelenggaraan
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Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), wajib memperhatikan:

a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
dan

c. standar Pelayanan Minimal.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah,
Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola
sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan;

melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintahan maupun swasta;

melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan

melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.



Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah kecamatan; dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas camat dalam melakukan koordinasi penerapan dan penegakan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) huruf ¢, meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-
Undangan;

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan
Perundang-Undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf
d, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum,;

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan instansi dibidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

c. melakukan evaluasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf f, meliputi :

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan  konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau
kelurahan;

d. melakukan pembinan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/
atau kelurahan;

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan; dan

f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;

b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan; dan

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10
Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB 1II
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal 11

Pelayanan adminstrasi terhadap pelaksanaan kewenangan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 10 diselenggarakan secara terpadu di
kecamatan.

Pasal 12

Pelayanan administrasi terpadu di kecamatan adalah penyelenggaraan
pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari
permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.

Pasal 13

(1) Pelayanan admnistrasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat
menerima pelayanan publik yang relatif mudah dijangkau, baik secara
jarak maupun waktu.

(2) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai
pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten.

(3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,
diprioritaskan bagi kecamatan yang masyarakatnya sulit menjangkau
pelayanan di ibukota Kabupaten.

(4) Untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu di kecamatan, maka Pemerintah Kecamatan perlu dilengkapi
sumber daya aparatur, sarana prasarana dan pembiayaan yang
memadai.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Polewali Mandar

BAB V
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 15

(1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian
wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan
pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan
yang diserahkan kepada Camat.



(2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan
kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

(4) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (4) meliputi aspek :

a. ketepatan waktu;

b. penyerapan anggaran;
c. ketepatan sasaran; dan
d. ketepatan hasil.

Pasal 16

(1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camat akan dilaksanakan setiap semester dan akhir tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada
laporan semesteran dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta
hasil monitoring lapangan.

(3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Apabila dalam hasil evaluasi semester pertama, terdapat Camat yang
menunjukkan perkembangan kurang baik dalam pelaksanaan sebagian
kewenangan yang dilimpahkan, maka tim monitoring melaksanakan
pembinaan kepada Camat yang dimaksud.

(5) Apabila hasil evaluasi akhir tahun, belum juga menunjukkan
perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian
kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camat yang dimaksud untuk kemudian ditarik kembali ke SKPD yang
menangani kewenangan tersebut.

(6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan (5) apabila :

a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelayanan;

b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam
pelaksanaan pelayanan;

c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan;
dan

d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 17

Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila:

a. adanya ketepatan waktu pelayanan;

b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan
pelayanan;

c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan; dan

d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan pelayanan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 20 November 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012
NOMOR 40






